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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan 

masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem 

penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan 

masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan 

serta dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran. 

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka 

disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan 

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini 

memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam 

penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. 

Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 

(sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta 

konsultasi pengaduan. 

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Balai POM di Kupang sebagai 

salah satu penyedia layanan publik di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) maka 

perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik 

terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB 

No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil 

SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. 

Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat 

masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif. 

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi 

penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas 

pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan 

dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi. 

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat 

● Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

● Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

● Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan 

Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 
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1.3 Maksud dan Tujuan 

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan 

masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu 

dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Balai POM di Kupang  . 

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah : 

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja 

penyelenggara pelayanan;  

2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

publik; 

3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam 

menyelenggarakan pelayanan publik; 

4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 

yang diberikan. 

5. Mendorong pencapaian kinerja dan komitmen antikorupsi pada unit pelayanan di 

Badan POM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.  

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:   

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam 

penyelenggara pelayanan publik;  

2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit 

pelayanan publik secara periodik;  

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang 

perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;  

4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil 

pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Badan POM; 

5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup 

Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;  

6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan; 

7. Diketahuinya indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi Badan POM melalui 

peningkatan kualitas pelayanan publik Badan POM.
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BAB II 

PENGUMPULAN DATA SKM 

 

2.1 Pelaksana SKM 

Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 pada Balai POM di Kupang dengan 

membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (sebagaimana terlampir).   

2.2 Metode Pengumpulan Data 

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner aplikasi SapaAPIP yang disebarkan 

kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 11 (sebelas) pertanyaan yang mencakup 9 

unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan 

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan 

Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam 

kuesioner SKM Balai POM di Kupang  yaitu :  

1. Persyaratan :  Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu 

jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 

2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang 

dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. 

3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 

4. Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah informasi ongkos yang dikenakan kepada penerima 

layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang 

besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. 

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil 

pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. 

6. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus 

dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman 

7. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan 

pelayanan. 

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan 

masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 

9. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai 

alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang 

merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, 

proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan 

prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung). 
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2.3 Lokasi Pengumpulan Data 

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan secara online melalui tautan 

https://tinyurl.com/YanblikBPOMKupang pada waktu jam layanan maupun di luar jam 

layanan, serta pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima 

layanan.  

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM 

Survei dilakukan secara periodik per [bulan/triwulan/semester/tahun] dan pelaksanaan survei 

kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 7 (tujuh) bulan dengan rincian sebagai 

berikut:  

No. Tahapan Kegiatan Periode Pelaksanaan 
Jumlah 

Hari Kerja 

1. Persiapan pelaksanaan   

 a. Pengumpulan data jenis 

dan pengguna layanan 

Minggu III Februari s.d.  

Minggu I Maret 2024 

 

 b. Penetapan target 

responden survei dan 

penyiapan tautan survei 

Minggu II s.d. III Maret 2024  

2. Pelaksanaan survei oleh UPP 1 April s.d. 30 Juni 2024 

*diperpanjang hingga 12 Juli 

2024 

 

3. Pengolahan survei Minggu I April s.d.  

Minggu IV Juli 2024* 

 

4. Pelaporan survei oleh UPP Minggu V Juli s.d.  

Minggu III Agustus 2024 

 

 

2.5 Penentuan Jumlah Responden 

Dalam penentuan jumlah responden, terlebih dahulu menghitung jumlah populasi 

penerima layanan pada periode sebelumnya dari setiap jenis layanan Balai POM di 

Kupang. Selanjutnya, dari jumlah populasi tersebut dilakukan perhitungan berdasarkan 

tabel Krejcie and Morgan sesuai PermenPAN dan RB nomor 14 tahun 2017 sehingga 

didapatkan jumlah minimum sampel yang akan dijadikan sebagai responden. Berikut 

jumlah populasi dan sampel Balai POM di Kupang  tahun 2024 
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No Jenis 

Pelayanan 

Populasi Sampel 

1 Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) 2 1 

2 Sertifikasi pemenuhan aspek Cara Pembuatan Obat 

Tradisional yang Baik (CPOTB) 
6 2 

3 Sertifikasi pemenuhan aspek Cara Pembuatan 

Kosmetika yang Baik (CPKB) 
10 3 

4 Penerbitan izin penerapan Cara Produksi Pangan 

Olahan yang Baik (CPPOB) 
20 5 

5 Pengujian Obat dan Makanan 93 23 

6 Pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan 

Makanan 
258 56 

Jumlah 389 90 
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BAB III 
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM 

 

3.1 Jumlah Responden SKM 

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang 

diperoleh yaitu 90 orang responden, dengan rincian sebagai berikut : 

No Karakteristik Indikator Jumlah Persentase 

1 Jenis Kelamin 

Laki – laki 42 47% 

Perempuan 48 53% 

2 Pendidikan 

≤ SMA/Sederajat 34 38% 

DI/D2/D3 3 3% 

D4/S1 43 48% 

S2/Profesi/S3 10 11% 

3 Pekerjaan 

PNS/TNI/Polri 16 18% 

Pegawai Swasta 21 23% 

Wiraswasta 22 24% 

Pengawai BUMN/D 1 1% 

Pelajar/Mahasiswa 1 1% 

Peneliti/Dosen 19 21% 

Lainnya 10 11% 

4 Usia 

≤ 25 Tahun 25 28% 

26 – 30 Tahun 13 14% 

31 – 35 Tahun 12 13% 

36 – 40 Tahun 12 13% 

≥ 41 Tahun 28 31% 

 

3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan) 

 

 Pengolahan data SKM menggunakan aplikasi sapa apip dan diperoleh hasil sebagai 

berikut : 
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a. Nilai SKM per jenis layanan 

Jenis Layanan U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 
Nilai 

SKM per 
Layanan 

Sertifikasi Cara 
Distribusi Obat yang 
Baik (CDOB) 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Sertifikat Pemenuhan 
Aspek Cara Pembuatan 
Obat Tradisional yang 
Baik (CPOTB) 

83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 

Sertifikat Pemenuhan 
aspek Cara Pembuatan 
Kosmetika yang Baik 
(CPKB) 

77,78 77,78 94.44 88.89 88.89 83.33 94.44 94.44 88.89 87.65 

Penerbitan Izin 
penerapan Cara 
Produksi Pangan 
Olahan yang Baik 
(CPPOB) 

96.67 96.67 95.56 100.00 96.67 100.00 100.00 100.00 96.67 98.02 

Pengujian Obat dan 
Makanan 

92.03 91.30 91.55 92.75 91.30 92.03 92.03 91.30 92.03 91.81 

Pengaduan masyarakat 
dan informasi Obat dan 
Makanan 

90.18 91.67 92.96 92.56 91.96 96.43 95.54 94.64 93.15 93,23 

 

b. Nilai SKM per unsur dan unit layanan 

Unsur Pelayanan 2023 2024 
Naik / 
Turun 

U1 Persyaratan 90,14 90,56 0,42 

U2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 90,14 91,30 1,16 

U3 Waktu Penyelesaian 90,36 92,65 2,29 

U4 Biaya/Tarif 89,91 92,78 2,87 

U5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 90,25 91,85 1,60 

U6 Kompetensi Pelaksana 92,74 94,81 2,07 

U7 Perilaku Pelaksana 94,22 94,63 0,41 

U8 
Penanganan Pengaduan, Saran, dan 

Masukan 
91,50 93,89 2,39 

U9 Sarana dan Prasarana 89,91 92,78 2,87 

Nilai SKM Unit Layanan 91,02 92,81 1,79 

  Keterangan: 

 : Mutu Pelayanan A (Sangat Baik; 88,31 – 100,00) 

 : Mutu Pelayanan B (Baik; 76,61 - 88,30) 

 : Mutu Pelayanan C (Kurang Baik; 65,00 – 76,60) 

 : Mutu Pelayanan D (Tidak Baik; 25,00 – 64,99) 
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BAB IV 
ANALISIS HASIL SKM 

 

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Pelayanan Publik 

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa:  

1. Unsur layanan persyaratan (U1) mendapatkan nilai terendah yaitu 90,56. Selanjutnya 

sistem, mekanisme dan prosedur layanan (U2) mendapatkan nilai 91,30 adalah nilai 

terendah kedua. Nilai terendah ketiga 91,85 adalah produk spesifik jenis pelayanan 

(U5) 

2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu kompetensi pelaksana (U6) 

mendapatkan nilai tertinggi 94,81 dari unsur layanan, urutan kedua perilaku pelaku 

pelaksana (U7) dengan nilai 94,63 dan unsur penanganan pengaduan mendapatkan 

nilai tertinggi ketiga yaitu 93,89. 

 

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai 

kanal aduan yang telah disediakan, tidak diperoleh pengaduan, namun untuk 

meningkatkan layanan publik terdapat beberapa saran dan masukan yang menjadi 

perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai 

berikut: 

a) “Semoga pelayanan yang humanis selalu di pertahankan lebih mempermudah lagi 

dalam pengurusan perizinan” 

b) “Trimakasih atas pendampingan selama ini dari BPOM Kupang, kami berharap 

kerjasama dan dukungan serta bimbingan akan terus berjalan demi menghadirkan 

kualitas produk-lokal yang bermutu dan tidak kalah saing”.  

c) “terus mengedukasi masyarakat mengenai bahan tambahan makanan yang di 

tambahkan ke dalam makanan atau produk olahan dan memberikan edukasi atau 

takaran yang sesuai dengan produk tersebut”. 

d) “Terimakasih untuk BPOM Kupang pelayanan baik. Saya sebagai masyarakat yang 

mau merintis usaha BPOM memberikan pelayanan baik. Sehingga kita paham 

alurnya. Yang kita ketahui selama ini urus itu ribet ternyata BPOM sangat mudahkan 

masyarakat”. 

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

1) Persyaratan dan prosedur pelayanan masih dirasakan menyulitkan oleh masyarakat. 

Inovasi pendampingan UMKM sudah dilaksanakan oleh Balai POM di Kupang 

namun bagi beberapa pelaku usaha kosmetik sistem sertifikasi online tidak dipahami 
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dengan baik dan masih bergantung pada pendampingan petugas secara langsung 

di lokasi usaha ataupun datang langsung di Balai POM Kupang. 

2) Informasi produk spesifik jenis layanan yang di publikasikan melalui subsite, media 

sosial, brosur/leaflet dan banner belum dipahami dengan baik oleh masyarakat. 

 

4.2 Rencana Tindak Lanjut 

Hasil analisis tersebut akan digunakan untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun 

pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karenanya, berdasarkan hasil 

analisis tersebut, disusun rencana tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan 

dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya. 

 

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui rapat internat dan Forum 

Konsultasi Publik (FKP) bersama perwakilan pengguna layanan pada tanggal 15 Juli 2024. 

Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM  dituangkan dalam tabel berikut: 

No. 
Jenis 

Layanan 

Unsur 
Layanan 

dengan nilai 
terendah 

Penyebab Rencana Tindak Lanjut 
Timeline 

(DD-MM-YY) 
PIC 

1. Sertifikat 
Pemenuhan 
aspek Cara 
Pembuatan 
Kosmetika 
yang Baik 
(CPKB) 

Persyaratan Pelaku usaha UMKM 
kosmetik yang 
didampingi tidak dapat 
memenuhi persyaratan 
denah sesuai ketentuan 
karena sarana produksi 
disesuaikan dengan 
kondisi yang ada   

Meningkatkan 
pendampingan kepada 
pelaku usaha UMKM 
kosmetika untuk 
memenuhi ketentuan 
yang berlaku  

5 September 
2024 

Ketua Tim 
Sertifikasi 

Melakukan review dan 
penyempurnaan 
brosur/leaflet/publikasi 
standar pelayanan yang 
sudah ada  

5 September 
2024 

Ketua Tim 
Sertifikasi 

2. Sertifikat 
Pemenuhan 
aspek Cara 
Pembuatan 
Kosmetika 
yang Baik 
(CPKB) 

Prosedur 
Pelayanan 

Pendampingan bagi 
Pelaku usaha UMKM 
kosmetik telah dilakukan 
namun belum 
memahami langkah-
langkah/prosedur CPKB 
yang harus dilakukan 
secara online 

Melakukan monitoring 
dan evaluasi terhadap 
prosedur pelayanan 

5 September 
2024 

Ketua Tim 
Sertifikasi 

Mendampingi dan 
melakukan bimtek bagi 
pelaku usaha UMKM 
kosmetika agar mampu 
menggunakan sistem 
sertifikasi secara online 

5 September 
2024 

Ketua Tim 
Sertifikasi 

3.  Produk jenis 
Layanan 

Pengguna layanan 
belum memahami 
produk layanan spesifik 
dari masing-masing jenis 
layanan yang diberikan 

Melakukan review dan 
penyempurnaan 
brosur/leaflet standar 
pelayanan yang sudah 
ada  

5 September 
2024 

Ketua Tim 
IPP… 

 

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai 

kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa saran/masukan yang menjadi 

perhatian dan perlu dibuatkan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut : 
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No. Jenis Layanan Saran/Masukan Tindak Lanjut Timeline 

1 Sertifikat 
Pemenuhan aspek 
Cara Pembuatan 
Kosmetika yang Baik 
(CPKB) 

Pendampingan bagi 

pelaku usaha 

UMKM  

Diusulkan untuk 

melakukan 

pelayanan prima 

bagi pelaku usaha 

UMKM kosmetik di 

NTT 

5 September 

2024 

 

4.3 Tren Nilai SKM 

 Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat 

perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan 

survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisis survei dipergunakan untuk 

melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan 

pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan 

publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari 

penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Balai POM di 

Kupang   dapat dilihat melalui grafik berikut : 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja 

penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2024 pada Balai POM di Kupang.
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BAB V 
KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil evalusai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2024, dapat 

disimpulkan: 

1. Pelaksanaan pelayanan publik di Balai POM di Kupang, secara umum mencerminkan 

tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 92,81. Nilai SKM Balai POM di 

Kupang menunjukkan peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 

2020 hingga 2024. 

2. Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan 

yaitu persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur juga produk pelayanan. 

3. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu kompetensi dan perilaku 

pelaksana serta penanganan pengaduan, saran dan masukan. 

 

 

Kupang,  5 Agustus 2024 
Kepala Balai POM di Kupang 
 
 
 
 
 
 
 
Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt., M.Kes 
NIP.19681109 199503 1 001 
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LAMPIRAN 
 

1. Kuesioner  
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2. Hasil Olah Data SKM  
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3. Dokumentasi Lainnya Terkait Pelaksanaan SKM 

a. SK Tim Pelaksana SKM  
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b. Publikasi Hasil SKM 

Publikasi melalui media sosial Balai POM di Kupang 

 
 

 
 

Link selengkapnya : https://www.instagram.com/p/C-JQ9LOzd1S/?img_index=2 
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Publikasi melalui subsite Balai POM di Kupang 

 

 
 
Link selengkapnya : https://kupang.pom.go.id/ 
 

c. Dokumentasi rapat pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM 
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d. Berita Acara FKP dalam rangka pembahasan rencana tindak lanjut  
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Dokumentasi Kegiatan FKP 2024 

 

  

  

 

4. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Periode 2023 

(Terlampir) 

 

  



 

 
 

LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT PELAKSANAAN  

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 

PERIODE 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang 

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN   

TAHUN 2023
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara 

wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik 

sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, 

transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan 

adanya konsep pembangunan berkelanjutan serta dapat mendorong kebijakan 

penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran. 

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 

maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan 

Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk 

melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan 

kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan 

pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan 

standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan. 

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Balai Pengawas Obat dan 

Makanan di Kupang sebagai salah satu penyedia layanan publik di Badan Pengawas 

Obat dan Makanan (BPOM) maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat 

tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. 

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah 

dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat 

merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan 

elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat 

masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif. 

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan 

bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan 

sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya 

pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka 

sebagai warga negara dapat terpenuhi. 
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BAB II 
DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT 

 

 Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Balai POM di Kupang periode tahun 

2023 menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan 

seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode Tahun 2023 

No Unsur IKM Mutu Layanan 

1 Persyaratan 90,14 Sangat Baik 

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 90,14 Sangat Baik 

3 Waktu Penyelesaian 90,36 Sangat Baik 

4 Biaya/Tarif 89,91 Sangat Baik 

5 Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan 90,25 Sangat Baik 

6 Kompetensi Pelaksana 92,74 Sangat Baik 

7 Perilaku Pelaksana 94,22 Sangat Baik 

8 Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 91,50 Sangat Baik 

9 Sarana dan Prasarana 89,91 Sangat Baik 

 

 Dari data diatas, dapat terlihat semua unsur layanan mendapatkan mutu 

pelayanan sangat baik dengan nilai terendah 89,91 pada unsur biaya/tariff dan sarana 

prasarana. Oleh karena itu, perlu disusun rencana tindak lanjut untuk melakukan 

rencana peningkatan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. Untuk memastikan 

rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka 

perlu disusun skala prioritas perbaikan unsur yang terdiri dari 3 unsur dengan nilai 

terendah. Kerangka rencana tindak lanjut dari ketiga unsur tersebut, dapat terlihat 

pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM   

No 
Prioritas 

Unsur 
Program/Kegiatan 

Waktu 

Penanggung 
Jawab 

TW 
1 

TW 
2 

TW 
3 

TW 
4 

1 Persyaratan 1.1. Melakukan pendampingan 
secara berkala di tahap 
pengajuan denah sehingga 
dapat dilanjutkan ke tahapan 
berikutnya 

   X Ketua Tim 

Sertifikasi (Esther 

Radja Huki,S.Si) 

  1.2. Meningkatkan publikasi 
persyaratan layanan melalui 
media sosial, subsite, dan 
brosur 

   X  

  1.3. Melaksanakan bimtek untuk 
meningkatkan pengetahuan 
pelaku usaha 

   X  

2 Biaya/Tarif 1.1. Memberikan kemudahan 
kepada pelaku usaha/UMKM 
melalui pengambilan sampel 
pendampingan UMKM Balai 
POM di Kupang. 

   X Ketua Tim 

Sertifikasi (Esther 

Radja Huki,S.Si) 

  1.2. Menjalin kerjasama dengan 
stakeholder untuk pembiayaan 
pengujian sampel kosmetika 

   X  

  1.3. Menginformasikan kepada 
pelaku usaha untuk 
menggunakan pemotongan 
harga 50% registrasi untuk 
UMKM 

   X  

3 Sarana 
Prasarana 

1.1. Melakukan evaluasi penyedia 
dan perbaikan jaringan internet 
yang dimiliki saat ini 

   X Cahyo 

Prihantono,ST 

  1.2. Melakukan sosialisasi 
kemampuan uji laboratorium 
Balai POM di Kupang. 

   X  
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BAB III 
REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT 

 

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi 

yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

No Rencana Tindak 
Lanjut 

Apakah RTL 
Telah 

Ditindaklanjuti 
(Sudah/Belum) 

Deskripsi Tindak Lanjut Dokumentasi 
Kegiatan 

Tantangan/ 
Hambatan 

1 1.1. Melakukan 
pendampingan 
secara berkala di 
tahap pengajuan 
denah sehingga 
dapat dilanjutkan 
ke tahapan 
berikutnya 

Sudah Pendampingan UMKM 

melalui inovasi pepetin 

UMKM 7in1  

Terlampir Kurangnya 

komitmen 

pelaku usaha 

yang 

didampingi   

 1.2. Meningkatkan 
publikasi 
persyaratan 
layanan melalui 
media sosial, 
subsite, dan 
brosur 

Sudah Melakukan publikasi 

persyaratan melalui 

media sosial, subsite 

dan brosur Balai POM di 

Kupang 

Terlampir Ketersediaan 

internet 

sampai ke 

pelosok  

 1.3. Melaksanakan 
bimtek untuk 
meningkatkan 
pengetahuan 
pelaku usaha 

Sudah Menyelenggarakan 

bimtek bagi pelaku 

usaha obat dan 

makanan 

Terlampir  

2 1.1. Memberikan 
kemudahan 
kepada pelaku 
usaha/UMKM 
melalui 
pengambilan 
sampel 
pendampingan 
UMKM Balai POM 
di Kupang. 

Sudah Memberikan 

kemudahan kepada 

pelaku usaha/UMKM 

melalui pengambilan 

sampel 

pendampingan 

UMKM Balai POM di 

Kupang. 

 

Terlampir Sampel 

pendampingan 

UMKM yang 

didampingi 

lebih banyak 

dari biaya 

yang tersedia 

 1.2. Menjalin 
kerjasama dengan 
stakeholder untuk 
pembiayaan 
pengujian sampel 
kosmetika 

Sudah Bekerjasama dengan 

stakeholder untuk 

pendampingan pelaku 

usaha (Inovasi Pepetin 

UMKM) 

 

Terlampir Pembiayaan 

hanya tersedia 

untuk binaan 

stakeholder 
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No Rencana Tindak 
Lanjut 

Apakah RTL 
Telah 

Ditindaklanjuti 
(Sudah/Belum) 

Deskripsi Tindak Lanjut Dokumentasi 
Kegiatan 

Tantangan/ 
Hambatan 

 1.3. Menginformasikan 
kepada pelaku 
usaha untuk 
menggunakan 
pemotongan 
harga 50% 
registrasi untuk 
UMKM 

Sudah Menginformasikan 

kepada pelaku usaha 

untuk menggunakan 

pemotongan harga 50% 

registrasi untuk 

UMKM 

Terlampir - 

3 1.1. Melakukan 
evaluasi penyedia 
dan perbaikan 
jaringan internet 
yang dimiliki saat 
ini 

Sudah Melakukan perbaikan 

jaringan internet  

Terlampir - 

 1.2. Melakukan 
sosialisasi 
kemampuan uji 
laboratorium 
Balai POM di 
Kupang. 

Sudah Melakukan sosialisasi 

kepada masyarakat 

terkait kemampuan  uji 

Balai POM di Kupang 

melalui webinar 

Terlampir Balai POM di 

Kupang 

menjadi 

rujukan 

laboratorium 

penguji 

terakreditasi di 

NTT 

 

Screen shoot status tindak lanjut rencana aksi hasil SKM tahun 2023 pada 

https://sapaapip.pom.go.id 
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BAB IV 
KESIMPULAN  

 

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, dapat 

disimpulkan beberapa hal yaitu: 

1. Balai POM di Kupang telah 100% menindaklanjuti rencana tindak lanjut hasil 

SKM tahun 2023 

2. Tindak lanjut rencana aksi dan bukti data dukung telah di upload melalui 

sapaapip.pom.go.id  

 

Kupang,    Desember 2023 

Kepala Balai POM di Kupang 

 

 

 

Drs. Yoseph Nahak Klau,Apt., M.Kes 

NIP. 19681109 199503 1 001 
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LAMPIRAN DATA DUKUNG 

 

DATA DUKUNG TL SKM BALAI POM DI KUPANG 

KEGIATAN SERTIFIKASI 

  

1. Pelaksanaan Bimtek 

Tahapan lanjutan  dalam proses pendampingan, dilakukan Bimbingan Teknis terkait Cara 

Produksi Pangan Olahan yang Baik. Proses ini menjadi tahapan awal untuk melakukan 

sosialisasi dan peningkatan pemahaman pelaku usaha dalam menerapkan Cara Produksi 

Pangan Olahan yang Baik. 
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Kegiatan Bimtek ini dilaksanakan  pada hari Kamis, 30 Nopember 2023 bertempat di aula SMA 

Kristen-Kalabahi Alor yang dihadiri oleh 28 ( dua puluh delapan ) pemilik/penanggungjawab 

pangan olahan ( Daftar Hadir terlampir ) 
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 Daftar Hadir Kegiatan 
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DATA DUKUNG TL SKM BALAI POM DI KUPANG 

KEGIATAN SERTIFIKASI 

 

1. Foto Pendampingan 

 

 

 

Tempat    : Kantor Balai POM di Kupang 

Waktu    : Jumat / 03 Juni 2023 

Kegiatan yang dilaksanakan : Pendampingan Langsung 

Pendampingan terhadap Pelaku usaha Kosmetik “ FORT” dengan produk : Lulur 
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Tempat    : Desa Kawangu-Kecamatan Pandawai   kab.Sumba Timur 

Waktu    : Rabu / 22 Pebruari 2023 

Kegiatan yang dilaksanakan : Pendampingan Langsung terhadap pelaku usaha  

 Obat  Tradisional di Kabupaten Sumab Timur 
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Tempat    : Rumah Produksi UMKM Mujizat – Kota Kupang 

Waktu    : Senin / 26 Juni 2023 

Kegiatan yang dilaksanakan : Pendampingan Langsung terhadap pelaku usaha   

  Pangan Olahan di Kota Kupang  
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Tempat    : Lobby Kantor BPOM Kupang 

Waktu    : Rabu / 17 januari 2023 

Kegiatan yang dilaksanakan : Pendampingan Langsung terhadap pelaku usaha  

 Pangan Olahan di Kota Kupang dengan produk  

 Terasi Lombok dan Macaroni Rasa Balado 
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 1.    Sosialisasi langsung ke Pelaku usaha terkait pemotongan harga 50% 

 

Tempat                  : Aula Nembrala Balai POM di Kupang 

Kegiatan                : Desk Pelayanan Prima dan Jemput Bola dalam rangka    

registrasi  pangan olahan. Foto ini memperlihatkan petugas 

Registrasi Pangan Olahan ( RPO) dan Petugas Balai POM di Kupang 

yang mendampingi pelaku usaha pangan sekaligus melakukan 

sosialisasi pemotongan harga 50% registrasi untuk UMKM. Nampak 

di Foto ini juga UMKM Tamoratea yang sudah mendapat 

pemotongan harga 50% untuk produknya serbuk kelor. 

Waktu                   : Selasa / 30 Mei 2023 
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Tempat                  : Aula Nembrala Balai POM di Kupang\ 

Kegiatan                : Desk Pelayanan Prima dan Jemput Bola dalam rangka registrasi  

pangan olahan. Foto ini memperlihatkan petugas Registrasi Pangan 

Olahan ( RPO) yang mendampingi pelaku usaha pangan sekaligus 

melakukan sosialisasi langsung pemotongan harga 50% registrasi 

untuk UMKM. Nampak di Foto ini juga UMKM Morige dan UMKM 

Nicantrides  yang sudah mendapat pemotongan harga 50% untuk 

produknya Biskuti Sorgum dan Jipang Kacang 

Waktu                   : Selasa / 30 Mei 2023 
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Tempat                           : Ruang Lobby Kantor Balai POM di Kupang 

Kegiatan                         : Pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan sekaligus 

melakukan sosialisasi pemotongan harga 50% registrasi untuk UMKM. 

Nampak di Foto ini juga UMKM Flobamora Natura Indonesia sudah mendapat 

pemotongan harga 50% untuk produknya serbuk kelor. 

Waktu                            : Kamis / 22 Juni 2023 

  

  

 

  

  

  

  

  

  



 

18 
 

 1. Tahapan Pendampingan 

Secara umum Tahapan pelaksanaan pendampingan meliputi : 

1.1. Penetapan target UMK pangan olahan 

1.2. Pelaksanaan bimbingan tekns dan fasilitasi penerapan cara produksi pangan olahan yang 

baik serta coaching clinic pengajuan permohonan perizinan 

 

Keterangan Foto : Tempat : Aula SMA Kirsten kalabahi – Alor 

Pelaksanaan Bimtek Pendampingan Pangan Olahan, Kamis / 30 Nopember 2023 
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Tempat Aula Kantor Desa Daudolu Kec,Rote Barat Laut pada Acara Bimbingan teknis CPPOB 

anggaran Dinas Perindustian perdagangan dan UMKM Kab.Rote Ndao 

 Kegiatan Bimbingan Teknis pada pelaku usaha Gula Lontar di Kabupaten Rote Ndao tanggal 20 

Oktober 2023 bertempat di Aula Kantor Desa Daudolu Kec,Rote Barat Laut dengan peserta yang hadir 

sebajumlah 40 orang ( dengan sumber anggaran dari Dinas Perindustrian dan perdagangan dan UMKM 

Rote Ndao ) 

1.3. Pemeriksaan sarana produksi pangan olahan 

 



 

20 
 

Pemeriksaan sarana produksi di UMKM Sebanjar ( Produk Sei Ikan dan ) UMKM Netha Produk Minyak 

Rambut kemiri di kabupatenAlor pada tanggal 29 Nopember 2023. 

1.4. Pelaporan 

 

Terhadap kegiatan Bimbingan Teknis CPPOB yang telah dilakukan, telah dibuatkan Laporan kegiatan, 

Dimana kegiatan ini mencapai keberhasilan dengan adanya peningkatan pengetahuan dan 

pemahamam peserta terlihat dari nilai post test peserta. 

    1.5. Monitoring Pasca Pendampingan 

Monitoring tetap dilakukan dengan membuat laporan hasil pendampingan. Pendampingan 

dinyatakan berhasil apabila sarana sudah tersertifikasi dan produk terlah teregistrasi dan 

terbit izin edar. 
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Data Dukung sosialisasi Layanan Pengujian pada kegiatan Webinar BukBerWasPOM  

(Buka Bersama Wawasan Badan)  tanggal  8 September 2023 

  

Peserta yang mengikuti kegiatan webinar ini adalah mahasiswa pada perguruan tinggi di NTT. 

  

 

Kegiatan dilakukan secara Daring pada tanggal 8 September 2023, pukul 14.00 wita – 16.00 

wita. 
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Foto sosialisasi Layanan pengujian pada kegiatan BukBerWasPOM tanggal  8 

September 2023 

 

Foto Kegiatan Webinar BukBerWasPOM tanggal  8 September 2023 
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                          Daftar Hadir Peserta Webinar Bukber WasPOM 8 September 2023 

Link daftar hadir peserta : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SQH3tvoGCB81sJBtaUiavS31N02EypIMHiHx1CJnG

SI/edit#gid=202141026 
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